BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, maka guna pedoman dan
kelancaran  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu
adanya Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Peemrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan
untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan periode 2016-2021.

Pasal 3

Pelaksanaan Operasional Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berdasarkan tahapan, waktu dan Satuan
Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab program dan kegiatan program
dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang dialokasikan kepada masing-
masing Satuan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab program dan
kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI
Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR.....



